PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR Y TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 55
TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN

Menimbang

Mengingat

TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

a. bahwa sehubungan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 perihal penjelasan
terhadap implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu dilakukan
perubahan dan penyesuaian pengaturan pemberian tunjangan
transportasi bagi pimpinan DPRD sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 55 Tahun
2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawali,

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 55 Tahun 2017
tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 55 Tahun 2017
tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan
Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal
4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Kendaraan dinas jabatan disediakan bagi Pimpinan DPRD.

(2) Standar kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD berkapasitas/isi
silinder maksimal 2.500 cc dengan jenis kendaraan
sedan atau minibus; dan

b. Kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua DPRD
berkapasitas/isi silinder maksimal 2.200 cc dengan
jenis kendaraan sedan atau minibus.
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(3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD yang
dianggarkan pada Sekretariat DPRD.

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat _
pada tanggal 9% Januan 2018

BUPATI KEPULAUAN NTAWAL

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 3 Juruan 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

o

SYAIFUL JANNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2018 NOMOR: L|



